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Abstrak 

Kesadaran pajak oleh masyarakat dan wajib pajak merupakan kunci dari masalah perpajakan. Regulasi 

pajak oleh masyarakat masih sulit dipahami, apalagi jika mengikuti standar pelaporan. Oleh karena itu, 

dialaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai 

regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Secara spesifik kegiatan pengabdian ini bertujuan 

melakukan sosialisasi pelatihan perpajakan atas kendala atau masalah pelaporan pajak oleh masyarakat 

pelaku UMKM serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak. Berdasarkan tujuan yang telah 

ditetapkan, selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan metode 

sosialisasi (in- service training). Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan bulan Agustus 2023 

bertempat di Kantor Kepala Desa, Krajan, Tumbrasanom, Kec. Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, 

Jawa Timur. Peserta pelatihan adalah masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Hasil sosialisasi bisa memberikan pemahaman tentang pajak serta mendorong peserta agar taat pada 

peraturan dan ketentuan perpajakan di Indonesia dengan efektif. Hasil pelatihan membuktikan bahwa 

pengabdian ini meningkatkan pemahaman dalam regulasi perpajakan dan metode perhitungan pajak 

terutama beberapa Pasal PPh 21 dan 25/29 yang kerap diterapkan dalam pembayaran pajak. 

Kata Kunci: Pajak, PPh 21, PPh 25, PPh 29, UMKM 

 

Abstract 

Tax awareness by the public and taxpayers is the key to tax problems. Tax regulations are still difficult 

for the public to understand, especially if they follow reporting standards. Therefore, community 

service activities are carried out by providing an understanding of the tax regulations that apply in 

Indonesia. Specifically, this service activity aims to disseminate tax training regarding obstacles or 

problems with tax reporting by the MSME community and increase public awareness of taxes. Based 

on the objectives that have been set, community service activities are then carried out using the 

socialization method (in-service training). This Community Service will be carried out in August 2023 

at the Village Head's Office, Krajan, Tumbrasanom, Kec. Kedungadem, Bojonegoro Regency, East 

Java. The training participants are members of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) 

community. The results of the socialization can provide an understanding of taxes and encourage 

participants to comply with tax regulations and provisions in Indonesia effectively. The results of the 

training prove that this service increases understanding of tax regulations and tax calculation methods, 

especially several PPh Articles 21 and 25/29 which are often applied in tax payments. 

Keywords: Tax, PPh 21, PPh 25, PPh 29, SMEs 

 

PENDAHULUAN 

Pajak adalah sumbangan warga negara kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang wajib 

diikuti) tanpa mendapatkan imbalan langsung yang dapat dibuktikan dan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran publik (Ravelby et al., 2021). Berlandaskan prinsip-prinsip pelaksanaan peraturan 

perpajakan, membayar pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab, melainkan juga menjadi hak bagi 

setiap individu sebagai warga negara untuk turut serta dalam bentuk partisipasi terhadap pembiayaan 

pemerintahan dan perkembangan nasional (www.pajak.do.id). 

Kesadaran rakyat dalam melunasi pajak masih belum mencapai tingkat yang diinginkan (Rizki 

Indrawan et al., 2021). Secara umum, masyarakat dan UMKM masih skeptis dan tidak begitu percaya 

terhadap pajak karena masih dianggap sebagai upeti yang memberatkan. Pembayaran pajak sering kali 

sulit dan masyarakat tidak begitu memahami tentang apa itu pajak dan bagaimana cara menghitung 

dan melaporkannya yang rumit (Suhono et al., 2022). Bagaimanapun, tetap ada usaha yang dapat 

dilakukan agar masyarakat sepenuhnya menyadari pentingnya membayar pajak, dan hal ini bukanlah 
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sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Apabila rakyat menunjukkan kesadaran, mereka akan dengan 

ikhlas melaporkan dan membayar pajak tanpa adanya tekanan (Fikri et al., 2021). 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemasukan pajak telah memberikan kebijakan-kebijakan 

yang saling sinergi dengan wajib pajak, yang diantarnya adalah Undang-Undang tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang ditetapkan, diundangkan, dan 

diberlakukan oleh Pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2021. Peraturan ini akan menjadi tonggak 

sejarah sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Sehingga akan membawa Indonesia 

mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, karena negara yang maju adalah negara yang didukung 

dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel (Mohklas et al., 2022). 

Permasalahan yang ada, dengan disahkannya UU Nomer 7 Tahun 2021, tentang UU HPP, tanggal 

29 Oktober 2021, wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui secara detail akan ketentuan-

ketentuan perpajakan di dalamnya. Kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi serta proses 

perhitungan pajak menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan UMKM dalam memahami dan 

memenuhi kewajiban pajak, baik yang berkaitan dengan individu maupun perusahaan (Suria Manda et 

al., 2021) dan (Amin et al., 2022). Mengajarkan kesadaran tentang pajak sejak dini adalah salah satu 

langkah penting yang harus dilakukan dan merupakan praktik terbaik di negara-negara maju. 

Kesadaran perpajakan yang dikemukan oleh Irianto (2005: 36) dalam Syahputra (2021) dab (Mukit, 

2018), bahwa “Kesadaran untuk membayar pajak masih belum berkembang dengan baik di kalangan 

masyarakat karena terdapat perbedaan dalam kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam 

pelaksanaan sistem perpajakan” 

Walaupun sudah diberikan banyak kemudahan (seperti pelayanan daring) dalam urusan perpajakan, 

pada kenyataannya di masyarakat dan bagi wajib pajak, mereka tidak bersedia mengurus pelaporan 

sendiri karena pemahaman tentang akuntansi dan perhitungan yang tergolong rumit (Firmansyah et al., 

2022). Sulit bagi masyarakat umum untuk memahami informasi mengenai pajak karena menggunakan 

terminologi atau bahasa yang kompleks (Zulkarnnaeni & Putri, 2022). Untuk mencapai perbaikan 

yang lebih cepat dan peningkatan yang lebih banyak dalam layanan untuk memudahkan wajib pajak, 

perlunya dukungan dari berbagai pihak menjadi sangat penting (Rukmini et al., 2022). Dengan 

demikian, sangat penting untuk mengadakan sosialisasi pengenalan sistem perpajakan oleh pihak-

pihak lain selain kantor pajak, seperti akademisi yang dapat membantu masyarakat dan UMKM dalam 

memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan 

informasi seputar perpajakan agar masyarakat dan UMKM dapat memahami serta mengatasi hambatan 

dalam melaporkan pajak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar 

pajak. 
Kesadaran rakyat dalam melunasi pajak masih belum mencapai tingkat yang diinginkan (Rizki 

Indrawan et al., 2021). Secara umum, masyarakat dan UMKM masih skeptis dan tidak begitu percaya 

terhadap pajak karena masih dianggap sebagai upeti yang memberatkan. Pembayaran pajak sering kali 

sulit dan masyarakat tidak begitu memahami tentang apa itu pajak dan bagaimana cara menghitung 

dan melaporkannya yang rumit (Suhono et al., 2022). Bagaimanapun, tetap ada usaha yang dapat 

dilakukan agar masyarakat sepenuhnya menyadari pentingnya membayar pajak, dan hal ini bukanlah 

sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Apabila rakyat menunjukkan kesadaran, mereka akan dengan 

ikhlas melaporkan dan membayar pajak tanpa adanya tekanan (Fikri et al., 2021). 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemasukan pajak telah memberikan kebijakan-kebijakan 

yang saling sinergi dengan wajib pajak, yang diantarnya adalah Undang-Undang tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang ditetapkan, diundangkan, dan 

diberlakukan oleh Pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2021. Peraturan ini akan menjadi tonggak 

sejarah sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Sehingga akan membawa Indonesia 

mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, karena negara yang maju adalah negara yang didukung 

dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel (Mohklas et al., 2022). 

Permasalahan yang ada, dengan disahkannya UU Nomer 7 Tahun 2021, tentang UU HPP, tanggal 

29 Oktober 2021, wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui secara detail akan ketentuan-

ketentuan perpajakan di dalamnya. Kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi serta proses 

perhitungan pajak menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan UMKM dalam memahami dan 

memenuhi kewajiban pajak, baik yang berkaitan dengan individu maupun perusahaan (Suria Manda et 

al., 2021) dan (Amin et al., 2022). Mengajarkan kesadaran tentang pajak sejak dini adalah salah satu 

langkah penting yang harus dilakukan dan merupakan praktik terbaik di negara-negara maju. 
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Kesadaran perpajakan yang dikemukan oleh Irianto (2005: 36) dalam Syahputra (2021) dab (Mukit, 

2018), bahwa “Kesadaran untuk membayar pajak masih belum berkembang dengan baik di kalangan 

masyarakat karena terdapat perbedaan dalam kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam 

pelaksanaan sistem perpajakan” 

Walaupun sudah diberikan banyak kemudahan (seperti pelayanan daring) dalam urusan perpajakan, 

pada kenyataannya di masyarakat dan bagi wajib pajak, mereka tidak bersedia mengurus pelaporan 

sendiri karena pemahaman tentang akuntansi dan perhitungan yang tergolong rumit (Firmansyah et al., 

2022). Sulit bagi masyarakat umum untuk memahami informasi mengenai pajak karena menggunakan 

terminologi atau bahasa yang kompleks (Zulkarnnaeni & Putri, 2022). Untuk mencapai perbaikan 

yang lebih cepat dan peningkatan yang lebih banyak dalam layanan untuk memudahkan wajib pajak, 

perlunya dukungan dari berbagai pihak menjadi sangat penting (Rukmini et al., 2022). Dengan 

demikian, sangat penting untuk mengadakan sosialisasi pengenalan sistem perpajakan oleh pihak-

pihak lain selain kantor pajak, seperti akademisi yang dapat membantu masyarakat dan UMKM dalam 

memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan 

informasi seputar perpajakan agar masyarakat dan UMKM dapat memahami serta mengatasi hambatan 

dalam melaporkan pajak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar 

pajak. 

  

METODE 

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan dengan metode sosialisasi (in-service training). Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan 

bulan Agustus 2023 bertempat di Kantor Kepala Desa, Krajan, Tumbrasanom, Kec. Kedungadem, 

Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Peserta pelatihan adalah masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM). 

Pada acara sosialisasi, ditekankan betapa pentingnya membayar pajak dan cara pembayarannya, 

sementara pelatihan pajak yang diberikan membahas tentang perubahan terbaru dalam Pasal PPh 21 

dan 25/29 yang sering digunakan dalam proses pembayaran pajak. Dalam konteks tertentu, pelatihan 

tersebut difokuskan kepada individu yang terlibat dalam kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM)., pada aspek:  

a. Memberikan tata cara pelaporan keuangan bagi masyarakat pelaku UMKM  

b. Memberikan tata cara pelaporan dan pengisian SPT bagi wajib pajak pribadi dan badan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pentingnya perpajakan dan langkah-langkah melakukan pembayaran pajak ditekankan dalam 

proses sosialisasi. Proses mengenalkan pemahaman mengenai pajak dilakukan dengan menggunakan 

cara membawakan ceramah serta berinteraksi melalui tanya jawab. Pengalaman sosialisasi bisa 

memberikan pemahaman tentang pajak serta mendorong peserta agar taat pada peraturan dan 

ketentuan perpajakan di Indonesia dengan efektif. Setelah melakukan sosialisasi, pelatihan 

dilaksanakan untuk peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Pelatihan perpajakan yang diberikan berkaitan dengan perkembangan terkini mengenai beberapa 

Pasal PPh 21 dan 25/29 yang umumnya digunakan dalam proses pembayaran pajak di lapangan. 

Pelatihan ini akan membahas tentang prosedur pelaporan keuangan bagi para pelaku Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM), serta tata cara pelaporan dan pengisian SPT bagi wajib pajak individu 

dan perusahaan. Dalam hal pemberian insentif, fokus utama ditujukan pada materi pajak yang 

memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Materi tersebut seringkali ditemukan dalam praktik sehari-

hari, seperti penggunaan aplikasi PPh Pajak Online untuk mengisi PPh 21, 25, dan 29. Pada awal 

pelatihan, diajarkan mengenai cara mengkalkulasi Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk Pendapatan 

Individu, PPh 25 untuk pajak korporasi, serta prosedur pengisian dan pelaporan SPT secara daring.  

Hasi pelatihan membuktikan bahwa pengabdian ini meningkatkan pemahaman dalam regulasi 

perpajakan dan metode perhitungan pajak terutama beberapa Pasal PPh 21 dan 25/29 yang kerap 

diterapkan dalam pembayaran pajak. Pelaku UMKM telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan 

sangat antusias, mereka bertanya tentang metode perhitungan pajak yang dapat digunakan. Kurangnya 

pemahaman mengenai perpajakan menyebabkan banyak pengusaha UMKM merasa bingung tentang 

cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka. Kegiatan ini mendapat tanggapan yang 

baik dari UMKM Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, masyarakat 
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berharap ada kegiatan penyuluhan yang lebih mendalam mengenai pencatatan keuangan terkait 

pembayaran pajak, dengan membahas topik dan pihak yang terlibat dalam pembayaran pajak.  

 

SIMPULAN 

Kesimpulannya, UMKM telah menerima sosialisasi terkait dengan pembayaran pajak. Pelatihan 

perpajakan yang diberikan berhubungan dengan perkembangan terkini mengenai beberapa Pasal Pajak 

Penghasilan (PPh) 21 dan 25/29 yang umum diterapkan dalam praktek bisnis. 
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